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BI'PATI TAPIN
PROVIilSI ITALI}IANTAN SEI"ATAN

PERATURAN BI'PATI TAPIN
ItoMoR 01 TArrulY 2ot6

TEIYTANG

PERI'BAHAN ITEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR, 25 TAIIUN 2011

TENTAITG
TATA CARA PENGAN(X}ARAII, PELANSAI{AAIT

DAN PEIIATAUSAIIAAN, PERTAII(XIUNGJAWABAN
DAN PTLITFORAN SERTA MONITORING DAIT EVALUASI
HIBAII DAIT BANTUAN SOSIAL YANG BTRSTIMBER DARI

AITGGARAN PENDAPATAI{ DAN BEL/IITJA DATRATI

DENGAIT RAHMAT TI,'IIAN YANG MAIIA ESA

bang

BUPATI TAPIN,

: a. bahwa ketentuan penerima Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2OLl tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yarg Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun
2OL4 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 25 Tatrun 2017
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan
penerima hibah sebagaimana diatur dalam
Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan melalui
perubatran;
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b. batrwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturarr
Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2OLl
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dar-i
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembenhrkan Daerah Tingkat II
Tanah [.aut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggta Negara yang Bersih
dan Babas dari Kompsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nornor aaOO\
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah hrsat dan Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a4381;

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2OO9
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar.an
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor l2,Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a9671;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembenhrkan Peratrrran
Perundang-undangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OLL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a11'

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OL3
tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lemba-ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a30);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang=Undang Nomor 9
Tatrun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tatrun 2Ol4
tentang Administrasi Pemerintatran
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7.
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12. Perattrran pemerintah Nomor Sg Tahun

13. Peraturan pemerintah Nomor Tg Tahun
2OOS tentang pedoman pembinaan danPengawasan penyelenggaraan
Pemerintolal Daeralr (kmbaran A"g"r"
Republik Indonesia Tatrun 2OOS NJmor
165, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

14. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun

15. Peraturan Pemerintatr Nomor Tl Tahun
2OLO tentang Standar Akuntansi

76. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2OLL tentang Tata Cara pengad.aan
Pinjaman Lua_r Negeri dan penerirnaan

17. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun



19.

-5-

Peraturan Presiden Nomor 54 Tatrun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, teraktrir dengan Peraturan
Presiden Nomor 7O Tatrun 2OL2 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daeratr;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Perahrran Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan
atas Perahrran Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tatrun 2OLL tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun zOtS tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Perattrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

20.
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
01 Tahun 2Ot2 tentartg Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
t2 Tahun 2Al2 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor
02 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
03 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan
Pengadadn Barang/Jasa Pemerintah
Kabupatcn Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2OlL tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun
2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2OLl
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawabal dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Banttran Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 1l Tahun
2Ol2 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daeratr;

26.

27.

28.

29.

30.
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Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun
2Ol4 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukurm Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis
Akmal;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tatrun
2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapin;

UTMUTUSKAIY :

32.

33.

tapkan : PERATIIRAIT BUPATI TEIYTANG PERT,BAIIAIY
KTDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TATIUN 2OII TEITTAITG TATA
CARA PENGANGGARAN, PEI.AI(SAIIAAIT DAII
PEIYATAUSAIIAAIY, PERTAIYGGUITGT'AtrTABAN
DAN PEL/IPORAIT SERTA MOITITORIITG DAN
EIIALUASI HIBAII DAIT BAIYTUAN SOSIAL
YANG BERSTIMBER DARI AN(N}ARAN
PEIYDAPATAIT DAN BEI"AIYJA DAERAII.

Pasat I

Be rapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

tausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
20t
Pe

toring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
paten Tapin Tahun 2OLl Nomor L491, sebagaimana telah

dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2Ol4
Perubatran Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

usatraan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Mo ing dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah

diul
tenl
20t

Ka

1.

Tapin Tahun 2OL4 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

tentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

hsal 5

ibah dapat diberikan kepada :

. Pemerintatr Rrsat;

.^l
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b. Pemerintah Daerah Lain;

c. Badan usaha Milik Negara atau Badan Usatra Milik Daerah;
dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan Hukum Indonesia.

Diarrtara Pasal 6 ayat (1) dan ayat (21 disisipkan I (sattr) ayat,
yakni ayat
dan ayat
berikut:

(1a), Ketentrran Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) diubah,
(41 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai

PaEal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hunrf a diberikan kepada Satuan Kerja dari
Kementerian/l*mbaga Pemerintah Non Kementerian yang
wilayah kerjanya berada dalam Daerah.

(1a) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepad,a Daerah
Otonsm Banr hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan pemndang-undangan.

(2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan
Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai
dengan ketenhran peraturan pererndang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (21dapat berbentuk :

a. Penrsahaan Daerah; atau

b. Perseroan Terbatas.

Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d diberikan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan berbadan Hularm Indonesia yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang=undangan.

nttran Pasal 7 ayat (1) dihapus, dan ayat (21 diubah,
Pasal 7 berbunyi sebagai berilnrt:

4)

s)

1) Dihapus.

Pasal 7
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(21 Hibah kepada Badan, kmbaga dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. memiliki surat keterangan terdaftar bagi Badan dan
Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba,
sukarela dan sosial dari Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati;

b. memiliki surat keterangan berbadan hulnrm Indonesia
bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hulmm perkumpulan yang telah
mendapatl<an pengesahan badan hukum dari
Kementerian Hulnrm dan Hak Asasi Manusia sesuai
dengan ketentuan penrndang-undangan;

c. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tapin;
d. memiliki Sekretariat;

e. memiliki/menguasai tanah yang salr apabila kegiatan
yang diajukan menrpakan pekerjaan kontruksi; dan

f. memiliki Rekening Bank atas nama Badan, Lembaga
dan Organisasi Kemasyarakatan,

tuan Pasal 8 ayat (1), ayat (4), ayat (5) diubah, dan ayat (3)
ihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berilnrt :

Pasal 8

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan,
Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan
hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi
proposal.

Usulan Hibah Uang disampaikan melalui Kepala Bagian
Kesejatrteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan untuk Hibah
bempa Barang disampaikan melalui SKPD yang
berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Dihapus.

) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
permohonan Hibah benrpa uang paling sedikit memuat :

a. latar belakang;

b., maksud dan turjuan;

c. susunan kepengurusan;

4
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d. domisili sekretariat;

e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang
at<an dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

f. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya,
berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutr-rhan
biaya pelaksanaan kegiatan;

g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah
(pimpinan/kehra) serta stempel/cap badan/lembaga/
organisasi; dan

h. do}mmen pendukung, antara lain :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima
hibah;

2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan/
lembaga/organisasi kemasyarakatan atau
penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus;

3. surat keterangan terdaftar bagi Badan dan Lembaga
Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau
Bupati;

4. surat keterangan berbadan hukr:m Indonesia bagi
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai
dengan ketenttran perundang-undangan; dan

4. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang
satr dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan
tanah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa
(apabila kegiatan yang diajukan merupakan
pekerjaan konstntksi).

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
permohonan hibah bempa barang paling sedikit memuat :

a. Latan belakang;

b. maksud dan tr4juan;

c. susunan kepengurusan;

d. domisili Sekretariat;

e. jenis dan jumlah serta nilai barang yang dimohon;

f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap
badan / le mb aga / organisasi;

oh
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g. dokumen pendulnrng, antara lain :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima
hibah;

2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan/
lembaga/organisasi kemasyarakatan atau
penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus;

3. surat keterangan terdaftar bagi Badan dan Lembaga
Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau
Bupati;

4. surat keterangan berbadan hukum Indonesia bagi
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perlmmpulan yang telah
mendapatlan pengesahan badan hulmm dari
Kementerian Hukum dan HaI< Asasi Manusia sesuai
dengan ketentuan penrndang-undangan; dan

4. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang
sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan
tanah yang diketatrui oleh Lurah/Kepala Desa
(apabila kegiatan yang diajukan merupakan
pekerjaan konstmksi).

Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejatrteraan
Rakyat menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
adalatr SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai
dengan reneaRa kegiatan sebagaimana tercantum dalam
usulan hibah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan
untuk :

a. memastikan batrwa program/kegiatan adalah
menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah;

b. memastikan bahwa rencana angg€rran biaya mengacu
kepada Harga Satuan Pemerintah Kabupaten;

c. memastikan keberadaan badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak
ffttif); dan

A
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(1)

1a)

d. memastikan domisili/alamat sekretariat (badan,
lembaga dan organisasi kemasyarakatan) sebagaimana
tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon
penerima hibah.

(9) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) menyampaikan hasil evaluasi bempa Rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD.

(10) TAPD memberikan pertimbangan atas Rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan
prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1a) diubatr, sehingga Pasal l l
berbunyi sebagai berikut :

Pasat 11

Hibah bempa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1O ayat (1) dianggarkan ddam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah,
dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan Hukum lndonesia.

2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang di formulasikan kedalam
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis
belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang
atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau
jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (21 dicanttrmkan nama penerima dan besaran
hibah.

,l
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Ketentuan Pasal 13 ditambahkan I (sattr) ayat barr., yakni ayat
(5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berilmt :

Pasal 1g

(1) 99ti"p pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima Hibah. -

(21 NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat ketenttran mengenai :

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibatr yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

3) Hibah berupa uang diberikan wewenang kepada Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
untuk menandatangani NPHD.

) Hibah berupa barang diberikan wewenang kepada Kepala
SKPD yang melaksanal<an evaluasi dan rekomendasi untuk
menandatangani NPHD.

5) Hibah berupa penyaluran dana Banhran Operasional
Sekolah (BOS) diberikan wewenang kepada Kepala Dinas
Pendidikan unhrk menandatangani NPHD.

ttran Pasal 14 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
i berikut :

1) Bupati
besaran
dengan
tentang
APBD.

Daftar
ayat (1)

Pasal 14

menetapkan daftar penerima hibah beserta
uang atau jenis barang yang akan dihibalrkan

Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah
APBD dan Peratrrran Bupati tentang Penjabaran

penerima hibah sebagaimana dimaksud pada
menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah
kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD dan fakta integritas.

oL
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(4) Penyeratran hibah berupa barang kepada penerima hibah
dihrangkan dalam Berita Acara Seratr Terima barang.

(5) Pencairan hibah bempa uang dilalmkan dengan
mekanisme pembayarEul langsung (LS).

(6) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan sekaligus atau secara bertatrap,
yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD).

(7) Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daenah mempun5rai tugas memproses perrnintaan
pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai
peraturan perrndang- undangan, dengan melampirkan;

a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima

hibah;

c. fakta integritas dari penerima hibah yarrg menyatakan
batrwa hibah yan;g diterima akan digunakan sesuai
dengan usulan proposal hibah yang telah diajukart
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

d. foto copy rekening Bank penerima hibah;

e. surat keterangan terdaftar bagi Badan dan kmbaga
Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau
Bupati; dan

f. surat keterangan berbadan hukum Indonesia bagl
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan
berbadan hukum perkumpulan yang
mendapatkan pengesahan badan hulnrm
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan ketentuan perundang-undangan.

yang
telatr
dari

sesuai

Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai

Pasat 44

berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penganggarEul,
pelaporan dandan penatausahaan,

ggungiawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
bah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2OL6

pada Perahrran Bupati ini.
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Pasal II

turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

ten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 1 2 Janua.ri 2016

tanggal
di Rantau
12 Janr*rri 2O1 6

DAERAII KABUPATEITT TAPIN,

A DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR O I


